




• Dirjen Pajak berhak menerbitkan SP2DK selama belum melampaui
daluwarsa penetapan pajak yang paling lama 5 (lima) tahun setelah

saat terutang pajaknya, atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun 
pajak, atau tahun pajak. Dari arti kepanjangan SP2DK, maka Wajib Pajak 

akan dimintai penjelasan terkait data atau keterangan.

• Data yang dimaksud disini adalah kumpulan informasi yang diperoleh 
pihak Dirjen Pajak bisa berupa SPT, rekaman data dari sistem informasi 

kantor pajak, berbagai keterangan yang bersumber dari hasil survei 
lapangan, serta data pendukung lainnya.







Tanggapan dapat berupa:

1.Mengakui adanya kekeliruan dan akan  

melakukan pembayaran atau pembetulan SPT

2.Memberikan penjelasan data sebagai  

bantahan atas poin yang ada dalam SP2DK

3.Melakukan pertemuan dengan AR untuk  

meminta penjelasan tambahan selain data  

yang telah disebutkan dalam SP2DK

Tanggapan disampaikan dalam jangka waktu 14  

hari kerja setelah SP2DK diterima. Jika WP tidak  

memberikan tanggapan, DJP berhak melanjutkan  

dengan tindakan Pemeriksaan.



Poin Utama dalam Menyusun Tanggapan

• Pelajari dengan mendalam poin pertanyaan 
dalam SP2DK,  pastikan sudah memperoleh 
bayangan atas hal yang  diperbandingkan

• Cek riwayat kewajiban perpajakan yang telah 
dipenuhi

• Cek Laporan Keuangan dalam poin terkait
• Cek kebijakan perusahaan dalam memberikan 

kebijakan atas  poin transaksi terkait
• Cek dokumen sumber atas poin transaksi terkait
• Susun respon jawaban



Contoh Analisis Ekualisasi

•Ekualisasi Match
>> Peredaran Usaha PPh Badan – PPN – Laba Rugi
>> Hutang Pajak – Pajak dibayar setelahnya

•Ekualisasi Calculate Match
>> Aset – PIB – Faktur Pajak – Penyusutan



Contoh Analisis Ekualisasi  

•Ekualisasi Calculate Analisis Match
>> Uang Masuk Pelanggan – Pendapatan – PPN Keluaran

•Ekualisasi Analisis Calculate Analisis
>> % kenaikan Penjualan – % kenaikan HPP
– % kenaikan variable cost
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Contoh Poin Pengawasan dalam PPhMasa

Objek PPh Ps 21/26
•Biaya gaji upah
•Pemasaran – selesman/girl
•Asuransi
•Antar waktu
•Penambahan aktiva
•Bongkar muat
•Outsourching
•Bonus, pemberian Cuma-
Cuma
•Time test - CoD

Objek PPh 22,23/26/Final
•Matching dengan Pajak 
Masukan
•Selisih material/bukan
•Pembelian
•Biaya
•PBK/STP



Contoh Poin Pengawasan dalam PPN

•Penghasilan lain
•Antar waktu
•Pemakaian sendiri
•Pemberian Cuma-Cuma
•Uang muka
•Penjualan aktiva



Contoh Kasus 1:



Contoh Kasus 2:  

Penyalahgunaan Fasilitas PPN Tidak Dipungut pada Tempat Penimbunan Berikat 

(Faktur Pajak Kode FP 07 lebih besar dari Data BC 4.0)
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Jawaban
Sesuai dengan:

a. Pasal 19 ayat 1 PP No.1 Tahun 2012 disebutkan bahwa Faktur Pajak wajib diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat 

penyerahan atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat 

(3), ayat (5), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10).

b. Pasal 4A ayat 2 bagian a UU PPN No 42 tahun 2009 disebutkan Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai barang 

tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari 

sumbernya; d. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), 

garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, 

pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, 

basal, dan trakkit; 

Contoh Kasus 2:  

Pembelian WP Badan vs PPN
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Contoh Kasus 2:  

Pembelian WP Badan vs PPN
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Jawaban
Sesuai dengan:

Pasal 23 ayat 4 huruf a UU No.36 tahun 2008, Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:

a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;

Contoh Kasus 3:  

Biaya Bunga vs PPh Psl 23, 26, 4 ayat 2
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Jawaban
Sesuai dengan PMK – 34/PMK.010/2017 pasal 2 bagian g disebutkan:

Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha 

pertambangan oleh industri atau badan usaha sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

Contoh Kasus 4:  

Pembelian Minerba vs Kewajiban PPh Pasal 22
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Contoh Kasus 5:  

Pengkreditan Faktur Pajak Masukan yang Faktur Pajak Keluarannya Tidak Dilaporkan di SPT Masa PPN

penjelasan dalam Pasal 16F UU PPN:

“Sesuai dengan prinsip beban 

pembayaran pajak untuk Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

adalah pada pembeli atau konsumen 

barang atau penerima jasa. Oleh karena 

itu, sudah seharusnya apabila pembeli 

atau konsumen barang dan penerima jasa 

bertanggung jawab renteng atas 

pembayaran pajak yang terutang apabila 

ternyata bahwa pajak yang terutang 

tersebut tidak dapat ditagih kepada 

penjual atau pemberi jasa dan pembeli 

atau penerima jasa tidak dapat 

menunjukkan bukti telah melakukan 

pembayaran pajak kepada penjual atau 

pemberi jasa.”
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BERITA ACARA PELAKSANAAN PERMINTAAN PENJELASAN



1
5

Apakah setelah SP2DK dijawab dan dilakukan pembayaran (jika ada) 

masih akan diperiksa???



Let’s Talk….
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